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ABSTRAK 

 ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN 

PSAK NO. 102 PADA BANK BNI SYARIAH KCP FLAMBOYAN 

BANGKINANG 

Oleh : 

Tursih Handoko 

NIM: 11373104346 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi 

pembiayaan murabahah tentang kesesuaian penerapan terhadap PSAK No. 102 

revisi tahun 2019 di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Metode 

penelitian kalitatif deskriptif digunakan untukn menjabarkan tentang bagaimana 

proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di Bank BNI 

Syariah KCP Famboyan Bangkinang. Data penelitian didapatkan melalui 

dokumentasi dan wawancara dengan manajer bagian marketing manajer bagian 

pembiayaan dan staf bagian operasional. Adapun hasil peneliatian menunjukkan 

bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian serta pengungkapan di Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang sudah sesuaidengan PSAK No. 102 revisi tahun 2019 

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, PSAK No. 102 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bank syariah dinilai cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

banyaknya bank konvensional yang membuka cabang dengan kegiatan atau 

perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam (Wardani, 2017). Salah satu konsep 

yang diterapkan oleh bank syariah adalah transaksi yang meniadakan sistem 

bunga. Inilah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh bank syariah jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan adanya konsep tersebut, 

diharapkan agar bank dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat sesuai 

dengan prinsip syariah serta masyarakat dapat lebih mengembangkan usahanya 

melalui program pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah (Yusuf, 2013).  

Dijelaskan oleh Sadeq (1992) dalam Yahya dan Agunggunanto (2011) bahwa 

teori bagi hasil ini dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang 

cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi 

terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Dengan 

demikian menurut Askari (2009) dalam Wulandari (2015), perbankan syariah 

diharapkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ekonomi yang adil saja, akan 

tetapi juga ditujukan untuk membangun identitas diri serta nilai-nilai Islam dalam 

perekonomian global. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah 

sangatlah banyak, meliputi kegiatan penghimpunan dana maupun pembiayaan. 

Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah mencakup simpanan wadi’ah, 
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simpanan 2 haji dan umroh, simpanan pendidikan, dan simpanan-simpanan 

lainnya.  

Sementara itu untuk kegiatan pembiayaannya, produk pembiayaan yang ada pada 

bank syariah mencakup tiga hal. Pertama, pembiayaan bagi hasil seperti 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Kedua, pembiayaan 

piutang yang meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan qardh, dan 

pembiayaan istishna’. Dan ketiga, pembiayaan sewa dengan akad ijarah (Azmi, 

2015) Berikut ini adalah table pada Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai 

dengan  2018: 

Tabel 1.1 

Total pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai dengan 2018. 

Dalam milyar rupiah 

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

Murabahah 122.118 57,1 % 139.575 56,0 % 150.352 52,4 % 161.94 49,12%

Musyarakah 60.816 28,4 % 78.511 31,5 % 101.585 35,4 % 130.439 39,63%

Mudharabah 15.698 7,3 % 16.241 6,5 % 18.114 6,3 % 16.036 4,87%

Ijarah 10.635 5,0 % 9.151 3,7 % 9.233 3,2 % 10.856 3,23 %

Qardh 3.951 1,8 % 4.731 1,9 % 6.349 2,2 % 7.87 2,39 %

Istishna' 770 0,4 % 878 0,4 % 1.189 0,4 % 2.502 0,76 %

2018
Pembiayaan

2015 2016 2017

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)   

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

tersebut, minat masyarakat dalam produk pembiayaan syariah menunjukkan angka 

yang cukup besar. Sampai dengan Juni 2018 tercatat pembiayaan murabahah 

mencapai angka Rp. 150.731 triliun, dimana angka ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang sangat diminati 
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(Ardha, 2013) serta mengambil peran yang sangat signifikan dalam portofolio 

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia (Azmi, 2015). 

Berdasarkan data statistik di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi penyaluran 3 

dana terbanyak adalah akad pembiayaan murabahah. Dan perlakuan akuntansi 

yang dilakukan harus sesuai dengan standar keuangan yang ada, yaitu PSAK No. 

102 tentang pembiayaan murabahah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan 

adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang 

diterbitkan Bank Indonesia, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional  NO : 

04/DSN/MUI/IV/2000. Pedoman ini berisi semua hal tentang perbankan Syariah, 

salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk – produk perbankan 

Syariah. Dalam seluruh transaksinya, bank syariah harus tunduk dengan aturan 

yang telah ditentukan, sehingga pencatatan yang dilakukan juga harus sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi keuangan digunakan 

sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan laporan keuangan, dalam 

kaitannya dengan proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian 

(Pratiwi dan Septiarini, 2014).  

Sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi 

keuangan yang cukup jelas, transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat 

diperbandingkan, serta bisa lebih dipahami oleh orang-orang yang memiliki 

kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Wasilah, 2015).  

Lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menerapkan PSAK No. 102 dalam 

menjalankan kegiatan pembiayaannya, khususnya pembiayaan murabahah. Akan 

tetapi, fakta yang ada menunjukkan belum semua lembaga keuangan syariah 
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menerapkan apa yang sudah ditentukan dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi 

murabahah. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Rusydi 

dan Nasir (2009), yang menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan PSAK 

No. 102 ini PT. Bank Syariah Mandiri cabang Makassar belum sepenuhnya 

menerapkan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hal ini ditandai dengan 

surat edaran operasi yang dikeluarkan hanya mengatur bank sebagai penjual saja, 

sedangkan dalam PSAK No. 102 tidak hanya mengatur ketentuan dari perspektif 

penjual saja, melainkan juga dari perspektif pembeli.  

Penelitian oleh Ikhsan dan Haridhi (2017) menunjukkan bahwa Koperasi Jasa 

Keuangan Baitul Qiradh di Banda Aceh proses pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah belum sesuai dengan PSAK 

No. 102. Hal ini disebabkan karena kemampuan SDM yang ada masih terbatas 

dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya 

konsep pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah.  

Penelitian Fitrika Wulandari (2016) menunjukkan bahwa perlakuan 

akuntansi yang telah dilakukan di PT Bank BNI Syariah kantor cabang syariah 

Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102. Baik secara prosedur atau 

mekanisme sudah sesuai dengan apa yang ada dalam PSAK No.102 dan fatwa 

DSN. Hanya saja dalam penggunaan sistem diharapkan untuk meningkatkan dan 

koordinasi yang baik antar pengguna sistem serta masih rumitnya pengajuan 

Griya IB Hasanah yang memakan waktu kerja yang lama. 
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Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang adalah Lembaga keuangan yang 

terletak di tengah masyarakat pedesaan dengan mayoritas penduduknya yang 

bekerja sebagai petani sawit. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka 

daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Hadirnya Bank Syariah menjadi 

sangat penting di tengah masyarakat yang masih banyak mengandalkan 

pembiayaan konvensional dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Dimana 

Bank syariah menerapkan islam dalam aktivitas pembiayaan, sehingga masyarakat 

bisa lebih merasa tenteram dan tenang dengan pembiayaan syariah yang tentunya 

terhindar dari riba.  

Pembiayaan murabahah menjadi elemen penting yang menjadi perantara 

terwujudnya amanah yang diemban diantara pembiayaan lain yang disalurkan. 

Pada Bank BNI Sariah KCP Flamboyan Bangkinang ini, pembiayaan murabahah 

menempati peringkat teratas disamping pembiayaan lainnya. Dan sangat banyak 

diminati masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Tapung, Kampar.  

Tabel 1.2 

Jenis-jenis Pembiayaan per Tahun dari Tahun  2017 – 2018 pada Bank BNI 
Syariah KCP Flamboyan 

Keterangan Saldo 
31/12/2017 

NOA Saldo 
31/12/2018 

NOA 

Murabahah 15.754.324.645 84 16.298.370.231 124 

Musyarakah 1.151.984.723 19 1.574.279.054 18 

Qardh 756.783.213 12 591.731.023 9 

Mudharabah 347.458.411 15 378.904.890 21 

Ijarah 198.235.116 8 212.870.349 16 

Sumber : PT. Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang (2018) 

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga pendapatan operasional yang ada 

pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang tersebut, prinsip murabahah 
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yang paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip murabahah yang 

paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip pembiayaan lainya. Dapat 

dilihat dari mulai tahun 2017sampai dengan tahun 2018 produk Murabahah sangat 

diminati oleh masyarakat dikarenakan menggunakan prinsip jual beli dengan 

kesepakatan bersama.  

Pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang di berikan 

masyarakat dalam jumlah plafon berkisar antara Rp. 50.000.000 sampai dengan 

Rp. 500.000.000. Dari uraian diatas terlihat bahwa semua pembiayaan merupakan 

salah satu aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan 

murabahah harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan aturan dan prinsip Syariah yang berlaku. 

Hasil observasi ataupun pra riset yang dilakukan oleh peneliti dilokasi dengan 

melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang bekerja di bagian 

operasional dan bagian pembiayaan  menunjukkan bahwa dari sekian banyak 

produk pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 

Bangkinang, pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati 

nasabah. Namun dalam proses kegiatan pembiayaan memiliki banyak temuan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Karena pembiayaan murabahahnya memakai akad bil wakalah, 

jadi pada pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 

Bangkinang ini uang mukanya tidak dibayarkan kepada pihak 

bank tetapi dibayarkan pada pihak developer/diwakilkan. Jadi 

apabila terjadi pembatalan  pembelian maka pada PSAK 102 
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(Par.30) menyatakan bahwa uang mukanya akan dikembalikan 

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan oleh penjual. Tetapi berhubungan disini 

uang mukanya dibayarkan kepada pihak developer, jadi pihak 

bank tidak tahu apakah riilnya terjadi pembatalan pembelian, 

uang mukanya dikembalikan atau tidak. 

2. Dalam PSAK No. 102 (Par.26), potongan pelunasan piutang 

murabahah yang diberikan kepada pembeli jika melunasi secara 

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui 

sebagai pengurang keuntungan murabahah. Sedangkan pada 

Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang diakui 

sebagai keuntungan karena pihak bank harus tetap 

mendapatkan keuntungan yang sama pada saat awal 

kesepakatan yang mereka lakukan. Dan keuntungan murabahah 

diakui saat penyerahan aset murabahah karena menggunakan 

acrual basic. 

3. Dalam PSAK No. 102 (Par. 28), potongan angsuran murabahah 

jika disebabkan oleh pembeli yang membayarkan secara tepat 

waktu, maka akan diakui sebagai pengurangan keuntungan 

murabahah. Sedangkan pada Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang ini diakui sebagai keuntungan karena 

pihak bank harus tetap mendapatkan keuntungan yang sama 

pada saat awal kesepakatan yang mereka lakukan. Dan jika 
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nasabah tersebut mendapatkan potongan angsuran murabahah 

disebut dengan pinalti. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

mendalam pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah 

KCP Flamboyan Bangkinang dalam kaitannya dengan pencatatan yang telah 

dilakukan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan 

menuangkanya dalam tugas akhir.disini peneliti mengambil judul penelitian 

“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 

Pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang”. 

1.2  Identiikasi Masalah 

Pada umumnya bank syariah seharusnya sudah menerapkan PSAK NO. 102 

dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Namun berdasarkan penelitian-

penelitian  terdahulu masih banyak lembaga yang belum menerapkan PSAK  NO. 

102 secara penuh atau keseluruhan. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun produk pembiayaan yang ada pada bank syariah sangatlah banyak 

jenisnya, baik pembiayaan piutang, bagi hasil maupun sewa. Akan tetapi, 

penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini 

difokuskan pada pencatatan yang dilakukan oleh bank terkait dengan pembiayaan 

tersebut. Mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan 

pada pencataan pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan PSAK NO. 102. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah  Bank BNI Syariah 

KCP Flamboyan Bangkinang berjalan secara efektif dan efisien ? 

2. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah 

pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dilihat dari 

PSAK No. 102 dan aturan lain yang berlaku? 

1.5  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tentunya setiap penelitian hendaklah memiliki tujuan dan manfaat 

sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang benar 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

1.6  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingi dicapai pada penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sistem dan penerapan akuntansi murabahah di 

bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah 

pada bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan 

PSAK No. 102 dan aturan yang berlaku. 

1.7  Manfaat Penelitian  

Secara lebih spesifik manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme 

dan proses akuntansi murabahah  pada bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukan  

yang bermafaat bagi bank BNI Syariah KCP Flamboyan 

Bangkinang tentang komitmen perlakuan akuntansi murabahah 

dengan mengacu pada PSAK NO.102. 

c. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas baginpihak 

lain mengenai produk, mekanisme perhitungan fee, dan perlakuan 

akuntansi murabahah yang di terapkan bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang. 

1.8   Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima Bab dengan gambaran 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Teori ini berfungsi untuk menganalisis data yang ada sesuai dengan apa yang 

ditulis oleh beberapa ahli. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tempat, waktu, dan wilayah penelitian, 

data dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data dan validitas 

dan rehabilitas data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian  dan hasil analisis data serta 

hasil dari pada pembahasan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Definisi pembiayaan murabahah 

Menurut Amrullah (2016) pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai 

pembiayaa dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus mengungkapkan 

harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dan 

landasan Syariah pembiayaan murabahah adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah. 

Menurut Warsono dan jufri (2011: 48) akad murabahah adalah akad jual beli 

suatu barang yang dilakukan dengan menyebutkan harga asal serta keuntungan 

yang disepakati antara penjual dan pembeli, dimana pembayaranya dapat 

dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. 

Menurut Sugeng Widodo (2010: 19) Murabahah berasal dari kata “ribh” dari 

Bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan (keuntungan). 

Murabahah faktanya adalah suatu istilah dalam fiqh islam yang menunjukkan 

suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan pembiayaan. 

Murabahah dalam pengertian asliinya menurut islam adalah “is simply a sale”, 

jual beli. Pembayarannya, bisa dilakukan dengan tunai (at spot)atau nanti pada 

suatu tanggal yang telah disepakati (a subsequent date) para pihak. 

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009: 160) Murabahah  adalah transaksi 

penjualan baraang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah 
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dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas 

memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa 

besar keuntungan yang diinginkanya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar 

menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.  

Adiwarman karim (2007 edisi 3: 113). Murabaha adalah akada jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk natural 

certainly contracts (NCC), karena dalam murabahah ditentukan berapa required 

rate of profit nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 

Murabahah adalah jual beli barang atas atasa harga pokok perolehan barang 

dengan adanya penambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual 

dengan pembeli (Muhammad 2010) dalam Habibah dan Hikmah (2016) Yunita 

2013:20; Az Zuhaili (1984) dalam Afrida (2016)  

Dalam draft Ed. PSAK No. 102 murabahah adalah akad jual beli brang dengan 

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan 

penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli 

(IAI,2007: 102.2).  

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulan bahwa pembiayaan 

murabahah adalah suatu akad jual beli atas suatu barang yang dilakukan oleh dua 

pihak dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati, dan dalam 

pelaksanaanya penjual harus mengungkapkan harga peroleha barang kepada 

pembeli. Akad murabahah tersebut dapat dilakukan dengan pesanan maupun 
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tanpa pesananan, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun 

secara kredit. 

2.1.2  Landasan Syariah 

QS Al Baqarah: 275 

 

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.  
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QS Al Baqarah: 280 

  ۚ قُوا خَيْر   لَكُمْ  إنِْ  كُنْتُمْ  تَعْلَمُونَ    مَيْسَرَة   وَأنَْ  تصََدَّ

ۚ   وَإنِْ  كَانَ  ذُو عُسْرَة   إلَِىٰفَنَظِرَة     

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

2.1.3  Jenis jenis murabahah  

Ada dua jenis murabahah yaitu : 

a. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) 

Dalam murabahah jenis ini penjual melaukan pebelian barang setelah ada 

pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat mengikat pembeli 

untuk membeli barabg yang dipesanya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli 

harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. 

Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan 

mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka 

penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. 

Dalam teori, murabahah pesanan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat 

mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang di 

pesan (PSAK 102 paragraf 7). Dalam praktiknya, umumya barang yang dipesan 

nasabah bersifat mengikat untuk di beli nasabah. Dengan pertimbangan 

kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN 
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membolehkan Bank atau Lembaga keuangan Syariah (BMT) mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga atas nama Bank. Hal ini 

diperbolehkan dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang secara prinsip menjadi milik Bank. Transaksi mewakilkan pembeian 

barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah  (Fatwa DSN 

No.10 tahun 2000). Dalam hal ini, aspek Syariah yang diperhatikan adalah 

pembeli tersebut atas nama bank. Dengan demikian, saaat jual beli antara bank 

dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank. 

Prosedur akad murabahah dengan pesanan mengikat adalah sebagai berikut : 

1. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah, 

2. Penjual memesan dan membeli barang kepada supplier, 

3. Penjual menerima barang pesanan dari supplier, 

4. Barang pesanan di serahkan kepada pembeli , 

5. Pembeli melakukan pembayaran. 

6. Murabahah tanpa pesanan  

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh Bank sebelum 

adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, 

maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank 

menyediakan barang dagangannya. Dan akad ini sifat nya tidak mengikat, artinya 

pembeli bisa melakuka pembatalan pembelian.  

Prosedur akad murabahah tanpa pesanan adalah sebagai berikut : 

4. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah, 

5. Penjual melakukan penyerahan kepada pembeli, 

16 
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6. Pembeli melakukan pembayaran.  

Namun, dalam praktiknya di Indonesia yang berlaku ialah murabahah dengan 

pesanan. 

2.1.4  Rukun dan syarat murabahah  

1. Rukun pembiayaan murabahah 

Terdapat lima rukun pembiayaan murabahah (Afrida 2016) yaitu: 

a. Baa’i atau penjual. Yaitu orang yang mempunyai barang dagangan 

atau orang yang menawarkan barang dagangan. Dalam hal ini 

Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, 

BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS. 

b. Musytari atau pembeli. Yaitu orang yang melakukan suatu 

permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang 

dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli 

akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad 

dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian 

hokum syara’ harus sudah baligh, dan dalam kaitanya dengan 

hukum perdata  sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal 

harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah. 

c. Mabi’ atau barang yang dijual. Yaitu berupa suatu benda atau 

komoditi atau disebut juga objek yang diperjual belikan. Barang-

barang yang diperjualbelikan di persyaratkan harus jelasa dari segi 

sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk dalam 
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thoyiban dan tidak tergolong dalam barang yang haram atau 

mendatangkan mudharat. 

d.  Tsaman atau harga jual barang. Ialah nilai yang digunakan sebagai 

alat ukur untuk menilai suatu barang. Harga barang dan 

keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam 

mata uang apa (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga 

cara pembayaranya apakah secara tunai atau tangguh. Jika dibayar 

secar tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu 

pembayaranya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang 

adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit. 

e. Ijab dan Qabul adalah pernyataan serah terima barang dalam suatu 

akad. Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis 

dibawah tangan, namun bisa juga dibuat oleh dan dihadapan 

notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian 

otentik. Dibandingka perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial 

sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara 

perjanjian dibawah tangan tidak demikian. 

Muthaher (2012: 59) mengatakan bahwa menurut Madzhab Hanafi, rukun jual 

beli hanyalah ijab dan qabul saja. Namun demikian, menurut jumhur ulama, rukun 

jual beli itu ada empat yaitu penjual, pembeli, shighat (ijab qabul), dan barang 

yang di perjual belikan. 
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2.2  Syarat Pembiayaan Murabahah  

Menurut Antonio (2001) dalam Afrida 2016 jual beli murabahah untuk 

barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu pelaksanaan akad. 

Terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi serta hal hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 

a. Adanya dua pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli) 

Keduanya harus memiliki kecakapan dan kemampuan ketika melakukan akad. 

Selain itu juga, keduanya melakukan akad atas dasar suka rela tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun. 

b. Adanya objek yang diperjual belikan  

Adapun ketentuan barang yang diperjualbelikan yaitu:  

1. Bukan sesuatu yang di haramkan atau dilarang oleh agama. 

2. Harus dapat dimanfaatkan . 

3. Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. 

4. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri. 

5. Barang harus sesuai dengan spesifikasi. 

6. Jika barang berupa barang bergerak maka barang tersebut harus 

dapat dikuasai oleh pembeli setelah akad dan perjanjian selesai 

dilakukan. 

7. Kepemilikan barang yang diperjual belikan tak berbatas waktu. 
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c. Shighat atau akad (ijab dan qabul) serah terima  

Ketentuan dari shighat tersebut adalah : 

1. Harus jelas serta disebutkan dengan siapa akad tersebut 

dilakukan, 

2. Antara ijab dan qabul harus sesuai dalam hal spesifiknya barang 

ataupu harga yang disepakati , 

3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa 

mendatang, 

4. Tidak membatasi waktu kepemilikan barang. 

d. Harga barang  

Ketentuan harga barang yang diperjualbelikan yaitu: 

1. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan, 

2. Harga yang telah telah disepakati tidak boleh berubah selama 

masa perjanjian, 

3. Sistem pembayaran  serta waktu jatuh tempo disepakati 

bersama. 

Menurut Muthaher (2013: 60) syarat jual beli itu sesuai dengan rukun dari jual 

beli, yaitu adanya penjual, pembeli, shighat yang digunakan saat transakti, serta 

ada barang yang di perjual belikan.  

Dan syarat dari masing masing rukun adalah : 

a. Syarat pelaku transaksi ( penjual dan pembeli) 
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1. Berakal, pelaku transaksi jula beli haruslah orang yang memiliki 

akal yang sehat, sehingga akad yang dilakukan oleh anak kecil 

dan orang yang gila tidaklah sah. Bahkan jumhur ulama 

mensyaratkan bahwa pelaku transaksi selain dia berakal sehat, 

dia juga haruslah sudah baligh. 

2. Penjual dan pembeli harus dua orang yang berbeda. 

b. Syarat Ijab dan Qabul 

Para ulama fiqih menjabarkan syarat ijab qabul sebagai berikut : 

1. Orang yang mengucapkan kalimat ijab dan qabul adalah orang 

yang berakal dan telah baligh. 

2. Ungkapan qabul harus sesuai dengan kalimat ijab yang 

diucapkan. 

3. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu aktu ditempat terjadinya 

transaksi. 

c. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut  

1. Barang ada ketika transaksi terjadi. Jika barang tidak ada pada 

waktu transaksi transaksi, maka syaratnya adalah penjual 

menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut. 

2. Barang tersebut memiliki manfaat dan juga dapat dimanfaat kan 

oleh orang yang membelinya. 

3. Barang tersebut adalah barang milik penjual atau berada dalam 

tanggungan penjual. 
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4. Barang diserahkan langsung ketika akad selesai dilakukan atau 

diberikan pada waktu yang sudah disepakati. 

d. Beberpa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah. 

1. Penjual menyebutkan biaya modal kepada nasabah atau 

pembeli. 

2. Kontrak pertama yang dilakukan harus sah sesuai dengan rukun 

yang ada. 

3. Kontrak yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba. 

4. Penjual harus menyebutkan kepada pembeli apabila terdapat 

cacat pada barang yang dibeli. 

5. Penjual harus menyebutkan serta menjelaskan secara rinci 

terkait dengan akad yang dilakukan. Misal, pembelian dilakukan 

dengan hutang, maka penjual harus mengatakan dengan jelas 

kepada pembeli bahwa yang dilakukan adalah dengan sistem 

hutang. 

2.3  Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102 

2.3.1 Karakteristik murabahah  

PSAK 102 dimana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur 

pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi 

murabahah. Dalam PSAK No. 102 karakteristik murabahah terdapat dalam 

paragraf 06 sampai dengan 17), yaitu: 
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1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa 

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan penjual 

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pihak 

pembeli (PSAK No. 102, par 06). 

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau 

tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesanya. 

Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat 

membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah 

dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum 

diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut 

menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad 

(PSAK No. 102, par 07). 

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau 

tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang 

dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, 

tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus 

pada waktu tertentu (PSAK No. 102, par 08). 

4. Akad murabahah  memperkenakan penawaran harga yang 

berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad 

murabahah dilakukan. Namun jika akada tersebut telah 

disepakati, maka hanya ada satu harga dalam (harga dalam 

akad) yang digunakan PSAK No.102, par 09) 
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5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, 

sedangkan biaya perolehan harus di beritahukan. Jika penjual 

mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon 

tersebut menjadi hak pembeli (PSAK No. 102, par 10). 

6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain 

meliputi : 

a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian 

barang. 

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam 

rangka pembelian barang. 

c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan 

pembelian barang (PSAK No. 102, par 11). 

7. Diskon atas pembelian barang yang di terima setelah akad 

murabahah disepakati diperlakukan sesui dengan kesepakatan 

dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon 

tersebut menjadi hak penjual (PSAK No. 102, par 12). 

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas 

piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah 

di beli dari penjual dan/atau aset lainya (PSAK No. 102, par 

13). 

9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai 

bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang 
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muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad 

murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada 

pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh 

penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka 

penjual dapat meminta tambahan dari pembeli (PSAK No. 102, 

par 14). 

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan pitang murabahah 

sesuai dengan  yang diperjanjikan, maka penjual dapat 

dikenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli 

tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. 

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk 

membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. 

Besarnya denda sesuai dengan yang diperanjikan dalam akad 

dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana 

kebajikan (PSAK No. 102, par 15). 

11. Penjual boleh melakukan atau memberikan potongan harga 

pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli : 

a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu ; atau 

b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu 

yang telah disepakati (PSAK No. 102, par 16). 

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang 

murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: 

a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu ; dan/atau 
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b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran (PSAK 

No.102, par 17). 

2.4  Pembiayaan Murabahah Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

2.4.1 Gambaran Singkat Tentang Murabahah 

Murabahah adalah suatu akad yang paling umum diterapkan dalam 

kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Akad murabahah ini diterapkan 

dengan sistem jual beli barang dengan menambahkan margin sebagai 

keuntungan yang akan diterima oleh bank. Pembiayaan yang 

menggunakan akad murabahah ini memiliki porsi kontribusi yang paling 

besar dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam dunia perbankan 

syariah Indonesia, yaitu sebesar 60%. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan di Indonesia 

bertumpu pada sektor konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, 

pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainya. 

Awalnya, akad murabahah ini tidak ada hubunganya dengan 

pembiayaan. Akirnya, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan 

konsep murabahah dengan konsep lainya, hingga kemudian membentuk 

konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Akan tetapi, dalam praktekya 

dilapangan, pembiayaan murabahah ini tidak menjamin sesuai dengan 

konsep dan standar hukum syariah yang berlaku sehingga menimbulkan 

beberapa penyimpangan. 
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2.4.2 Penyimpangan Dalam Akad Murbahah  

Penyimpangan dengan akad murabahah telah diaplikasikan sebagai 

produk ungulan perbankan Syariah di berbagai dunia, meskipun prakteknya 

dilapangan masih sangat membutuhkan panduan standar produk demi 

menghindari terjadinya penyimpangan. Diantara penyimpangan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Murabahah dapat terjebak dalam akad tawaruq sehingga tidak terjadi 

transfer of ownership secara nyata dari bank kepada nasabah. 

2. Adanya mark up keuntungan yang didasarkan pada pembiayaan secara 

non-tunai dianggap sebagai konsep value of time yang bertentangan 

dengan nilai Syariah. 

3. Apabila tidak ada aktivitas penyerahan objek pembiayaan murabahah 

maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam. 

4. Rescheduling atau roll over pada nasabah tidak mampu bayar 

murabahah diangap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya 

tambahan atas kompensasi pertambahan waktu. 

5. Pemberian potongan dalam murabahah bagi nasabah yang melakukan 

pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila trelah 

diperjanjikan. 

2.4.3   Defenisi Umum Murabahah 

Murabahah merupakan suatu akad muamalah dalam bentuk jual 

beli. Secara etimologis, murabahah dari kata dasar ribhu yang artinya 

keuntungan, laba atau margin. Menurut Wahbah Az Zuhaili murabahah 
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adalah jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan harga perolehan 

ditambah dengan keuntungan. Secara umum rukun dan syarat akad diatur 

dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang meliputi 

subyek akad (al ‘aqidain), obyek akad (mahallul ‘aqad) dan kesepakatan 

atau ijab qabul (shighatul ‘aqad). 

2.4.4  Prinsip Pembiayaan Murabahah 

1. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif, 

seperti pembelian keendaaraan bermotor, rumah dan alat rumah 

tangga lainya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja 

atau investasi. 

2. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah harus 

dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau 

bawah tangan.  

3. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah bank (sebagai 

penjual) harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pmbelian 

objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga 

pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan 

diperjualbelikan. 

4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan 

jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan 

harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan maragin. 

5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank 

untuk memiliki obyek pembiayaab ditamba dengan biaya-biaya yang 
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terkait dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas 

dan transparan oleh bank. 

6. Biaya-biaya yang terait langsung yang dapat diperhitungkan kedalam 

penetapan harga perolehan antara lain biaya  pengiriman dan biaya 

yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan/atau 

meningkatkan nilai barang.  

7. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang 

disepakati atas obyek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank 

pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

kontrak perjanjian.  

2.4.5 Prinsip Wakalah 

1. Bank boleh memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah 

untuk membeli obyek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi 

serta harga yang disetujui oleh bank. 

2. Nasabah yang ditunjuk berkewajiban memeiksa obyek murabahah 

terhadap kualitas, kondisi, peemilihan dan spesifikasi obyek 

murabahah sesuai dengan yang telah disepakati. 

3. Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah 

bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan 

kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak 

sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah. 
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4. Wakalah dalam transaksi murabahah dapat meliputi namun tidak 

terbatas pada pemesanan obyek murabahah, pembayara sebagian atau 

keseluruhan harga obyek murabahah dengan dana yang berasal dari 

nasabah dan/atau bank. 

5. Dalam hal ini para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan 

murabahah sebelum nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka 

akad murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah. Hal 

ini hanya bisa dilakukan ketika obyek murabahah memerlukan waktu 

untuk mendapatkanya dan harus ditentukan jangka waktunya. 

6. Nasabah yang bertindak sebagai wakalah pihak bank tidak memiliki 

hak atau otoritas, baik secara tersirat maupun tersurat, untuk: 

a. Membuat atau memberikan jaminan hutang, pernyataan atau 

jaminan (warranties) sehubungan dengan pembelian atas nama 

bank: 

b. Melaksanakan suatu kewajban atau mengikat kontrak penjualan 

barang atas nama bank selain dari yang dinyatakan secara tegas 

dalam perjanjian atau akad;  

c. Miminta, menuntut, atau memperoleh penggantian biaya baik 

yang berkaitan dengan asuransi, upah, pergudangan, pengiriman 

atau hal-hal lainya sehubungan  dengan barang selain dari barang 

yang telah  ditetapkan dalam harga beli yang ditentukan. 

7. Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untk membeli dan 

melakukan penyerahan atasa barang secara langsung dari penyedia 
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pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam 

pemberitahuan transaksi yang disetujui oleh bank. 

8. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank setelah penyerahan 

barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank sesuai 

dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam 

perjanjian. 

9. Nasabah menanggung semua resiko sehubungan dengan pencurian, 

kerugian, kerusakan, dan musnahnnya barang diakibatkan oleh hal-hal 

force majeur sejak tanggal penyerahan dari penyedia sampai dengan 

tanggal dimana bank menyerahkan kepada nasabah. 

10. Nasabah dengan menggunakan biaya nasabah sendiri dapat menutup 

asuransi atas obyek pembiayaan secara memadai, dimana bank 

menjadi penerima utama pembayaran asuransi, yang meliputi resiko 

seperti kebakaran, kerugian, gempa bumi, pencurian, atau menutup 

asuransi lainnya yang diperlukan untuk mengasuransikan pemindahan, 

penyimpanan, dan pergudangan, dari bank dengan nilai asuransi 

penuh, sesuai dengan ketentuan, yang disyaratkan oleh bank. 

11. Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, 

pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, penyimpanan, 

dan tidak ada ketentuan maupun yang dijadikan dasar bagi nasabah 

untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis 

sebelumya dari bank. 
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12. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh 

nasabah dan tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, 

pembayaran harga beli akan dilakukan oleh bank kepada nasabah atau 

kepada penyedia. 

2.5 Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Murabahah 

pada PSAK No. 102  

2.5.1 Akuntansi untuk Penjual (Bank Syariah) 

Dalam pembiayaan murabahah, bank Syariah bertindak sebagai penjual 

yang bertugas  memenuhi permintaan nasabah yang bertindak sebagai pembeli 

yakni dengan menyediakan barang yang diperlukan oleh pembeli dan sesuai 

dengan permintaan pembeli. 

Tabel 2. 1 

Perlakuan Akuntansi Untuk Penjual 

Keterangan PSAK No. 102 

1. Pengakuan dan 

pengukuran saat 

perolehan asset 

murabahah 

Aset murabahah diakui sebagai persedian 

sebesar biaya perolehan (par. 18). 

2. Pengukuran aset 

setelah perolehan 

murabahah 

1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: 

a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan 

b. Jika terjadi penurunan nilai aset 

karena usang, rusak, atau kondisi 

lainya sebelum diserahkan ke 

nasabah, penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai beban dan mengurangi 

nilai aset (par. 19). 
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2. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, 

maka: 

a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau 

nilai neto yang dapat direalisasi, 

mana yang lebih rendah; dan 

b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi 

lebih rendah dari biaya perolehan, 

maka selisihnya diakui sebagai 

kerugian (par. 19)  

3. Diskon pembelian 

aset 

1. Jika terjadi sebelum akad, maka diakui 

sebagai pengurangan biaya perolehan aset 

murabahah. 

2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah 

akad murabahah dan sesuai akad yang 

disepakati, maka menjadi hak pembeli. 

a. Dikembalikan kepada nasabah jika 

nasabah masih berada dalam proses 

penyelesaian kewajiban; atau 

b. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah 

telah menyelesaikan kewajiban. 

3. Jika terjadi setelah akad murbahah dan sesuai 

akad yang menjadi hak lembaga keuangan 

syariah diakui sebagai tambahan keuntungan 

murabahah; 

4. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad, maka menjadi 

pendapatan operasi lain (par. 20) 

4. Diskon murabahah Kewajiban penjual kepada pembeli atas 

pengembalian diskon pembelian akan 

tereliminasi pada saat : 

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli 
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sebesar jumlah potongan setelah 

dikurangi dengan biaya pengembalian; 

atau  

2. Dipindahka sebagai dana kebijakan jika 

pembeli sudah tidak dapat dijangkau 

oleh penjual (par. 21) 

5. Pengakuan Piutang 

murabahah  

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah 

diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah 

ditambah keuntungan yang disepakati. Pada 

akhir periode laporan keuangan, piutang 

murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat 

direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi 

penyisihan kerugian piutang (par 22) 

6. Pengakuan 

keuntungan 

murabahah  

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang 

jika dilakukan secara tunai atau secara 

tangguh selama tidak melebihi satu tahun; 

atau 

2. Selama periode akad sesuai dengan 

tingkat resiko dan upaya untuk 

merealisasikan keuntungan tersebut untuk 

transaksi tangguh lebih dari satu tahun. 

Metode-metode berikut ini digunakan dan 

dipilih yang paling sesuai dengan 

karakteristik resiko dan upaya transaksi 

murabahahnya: 

a. Keuntungan diakui saat penyerahan 

aset murabahah. Metode ini terapan 

untuk murabahah tangguh dimana 

resiko penagihan kas dari piutang 

murabahah dan beban pengelolaan 

piutang serta penagihannya relative 

kecil. Keuntungan diakui proposional 
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dengan besaran kas yang berhasil 

ditagih dari piutang murabahah. 

Metode ini terapan untuk transaksi 

murabahah tangguh dimana resiko 

piutang tidak tertagih relatif besar 

dan/atau beban untuk mengelola dan 

mengih piutang tersebut relatif besar 

juga. 

b. Keuntungan diakui saat seluruh 

piutang murabahah berhasil ditagih. 

Metode ini terapan untuk transaksi 

murabahah tangguh dimana resiko 

piutang serta penagihanya cukup 

besar. Dalam praktik, metode ini 

jarang di pakai karena transaksi 

murabahah tangguh mungkin tidak 

terjadi bila tidak ada kepastian yang 

memadai akan penagihan kasnya 

(par. 23). 

c.  Pengakuan keuntungan, dalam 

paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara 

proposional atas jumlah puitang yang 

berhasil ditagih dengan mengalikan 

presentase keuntungan terhadap 

jumlah piutang yang berhasil ditagih. 

Presentase keuntungan dihitung 

dengan perbandingan antara margin 

dan biaya perolehan aset murabahah 

(par. 24). 

7. Potongan pelunasan 

piutang murabahah  

Potongan pelunasan piutang murabahah yang 

diberikan kepada pembeli yamg melunasi secara 
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tepat waktu yang disepakati diakui sebagai 

pengurang keuntungan murabahah (par. 26). 

Pemberian potongan pelunasan piutang 

murabahah dapat dilakukan dengan 

menggunakan salah satu metode berikut: 

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu 

penjual mengurangi piutang murabahah; 

atau  

2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu 

penjual menerima pelunasan piutang dari 

pembeli dan kemudian membayarkan 

potongan pelunasanya kepada pembeli 

dengan mengurangi keuntungan 

murabahah(par. 27). 

8. Potongan angsuran 

murabahah 

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai 

berikut: 

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang 

membayar secara tepat waktu, maka 

diakui sebagai pengurangan keuntungan 

murabahah; 

2. Jika disebabkan oleh penurunan 

kemampuan pembayaran pembeli, maka 

diakui sebagai beban (par. 28) 

9. Pengakuan Denda  Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam 

melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, 

dan denda yang diterima diakui sebagai bagian 

dana kebajikan (par. 29). 

10. Pengakuan dan 

pengukuran uang 

muka 

Pengakuan dan pegukuran uang muka adalah 

sebagai berikut: 

1. Diakui sebagai uang muka pembelian 

sebesar jumlah yang diterima; 
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2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, 

maka uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang (merupakan bagian 

pokok); 

3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, 

maka uang muka dikembalikan kepada 

pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 

penjual (par. 30) 

 

2.5.2 Penyajian 

Dalam PSAK 102 (IAI,2013: 102,7) disebutkan bahwa: 

a. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. 

b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra 

account) piutang murabahah. 

c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang 

murabahah.  

2.5.3 Pengungkapan  

Dalam PSAK 102 (IAI, 2013: 102,8) disebutkan bahwa: 

Penjual mengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah,akan 

tetapi tidak terbatas pada : 

a. Harga perolehan aset murabahah; 
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b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan; 

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang 

penyajian laporan keuangan Syariah. 

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Nama peneliti dan 

tahun penelitian 
Judul penelitian Hasil penelitian 

1. Ardha dan Rahman 

(2013) 

Analisis perlakuan 

akuntansi murabahah 

pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah 

cabang kota Malang 

Perlakuan akuntansi murabahah 

di BRI Syariah cabang kota 

Malang tidak mematuhi PSAK 

102 tahun 2007 dan PSAK 102 

revisi tahun 2013. 

2. Febrian dan 

Mardian (2017) 

Penerapan PSAK No. 

102 Atas Transaksi 

Murabahah : Studi 

pada Baitul Mal wa 

Tamwil di Depok, 

Jawa Barat 

Dari 13 BMT yang ada di Kota 

Depok, sebagian besarnya dengan 

presentase 68,4% sudah 

menerapkan PSAK 102. Dan 

sebesar 31,6% belum menerapkan 

PSAK 102 atas transaksi 

murabahah. 

3. Habibah dan 

Nikmah 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Syariah 

Berdasarkan PSAK 

102 pada Pembiayaan 

Murabahah di BMT 

Se-Kabupaten Pati  

a. Dari aspek pengakuan dan 

pengukuran diketahui bahwa 

masih ada yang melakukan 

pengakuan terhadap 

persediaan, yang seharusnya 

tidak perlu dilakukan. Karena 

praktik yang dilakukan adalah 

transaksi pembiayaan 
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murabahah bukan transaksi 

yang berbasis jual beli, yang 

secara riil ada penyerahan 

barang dagangan. Pihak BMT 

sudah melakukan pengakuan 

piutang murabahah, yang 

memang seharusnya dilakukan 

karena praktik yang dilakukan 

merupakan transaksi 

pembiayaan murabahah. 

b. Dari aspek penyajian, 

diketahui bahwa pihak BMT 

sudah melakukan penyusunan 

laporan keuangan neraca, 

namun tidak dapat terlihat 

nilai cadangan kerugian 

piutang murabahah. Pada 

laporan laba/rugi tidak terlihat 

adanya biaya kerugian 

penurunan piutang murabahah, 

karena memang hal tersebut 

tidak diakui atau dicatat pada 

jurnal umum. 

c. Dari aspek pengungkapan 

diketahui bahwa pihak BMT 

sudah mengungkapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan 

transaksi murabahah, yaitu 

meliputi harga perolehan aset 

murabahah; janji pemesanan 

dalam murabahah berdasarkan 

pesanan sebagai kewajiban  
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atau bukan. 

4. Hanum (2014) Analisis penerapan 

Transaksi Murabahah 

pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat 

Syariah Gebu Prima 

Medan  

a. Pelaksanaan sistem 

pembiayaan transaksi 

murabahah pada PT. BPRS 

Gebu Prima Medan sesuai 

dengan ketentuan dalam 

PSAK 102. 

b. Dalam memberikan 

murabahah pada nasabah, PT. 

BPRS Gebu Prima Medan 

telah menerapkannya sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

dalam PSAK 102. 

c. Dalam perlakuan akuntansi 

murabahah yang dilakukan 

PT. BPRS Gebu Prima Medan 

menunjukkan bahwa 

pengakuan dan pengukuran 

yang dilakukan PT. BPRS 

Gebu Prima Medan sudah 

sesuai dengan PSAK 102. 

5. Runtu (2015) Analisis penerapan 

PSAK Nomor 102 

Pada Pembiayaan 

Murabahah Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Pontianak 

Tahun 2015 

a. Pihak bank belum sepenuhnya 

menerapkan PSAK No. 102 

revisi 2013 serta adanya akad 

wakalah di dalam perjanjian 

murabahah. 

b. Bank tidak berperan sebagai 

penjual meliankan sebagai 

penyedia dana pembiayaan. 

c. Penyajian piutang murabahah 

telah sesuai dengan PSAK 102 

revisi 2013. 
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d. Pengungkapan serta perlakuan 

akuntansi seperti adanya uang 

muka dan denda telah sesuai 

dengan PSAK 102 revisi 2013. 

6. Pratiwi dan 

septiarini (2014) 

Analisis penerapan 

PSAK 102 Murabahah 

(Studi Kasus Pada 

KSU BMT Rahmat 

Syariah Kediri) 

a. Dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan terhadap 

transaksi awal akad tidak 

sesuai dengan PSAK 102. 

b. Selama proses akad, dalam hal 

ini pengukuran keuntungan 

murabahah sudah sesuai 

dengan PSAK 102, namun 

dalam hal pengakuan,  

penyajian dan pengungkapan 

tidak sesuai dengan PSAK 

102. 

c. Pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan denda sudah 

sesuai dengan PSAK 102. 

Hanya saja penyajianya yang 

tidak sesuai dengan PSAK 

102. 

d. Pada saat pelunasan, 

pengukuran, sudah sesuai 

dengan PSAK 102, namun 

pengakuan, penyajian, dan 

pengungkapan tidak sesuai 

dengan PSAK 102. 

7. Amrullah (2016) Analisis Penerapan 

PSAK No.102 

a. Penerapan PSAK No. 102 

tentang akuntansi murabahah 

pada Lembaga Keuangan 
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Tentang Akuntansi 

Murabahah (Studi 

Kasus Pada Lembaga 

Keuangan Mikro 

Syari’ah Baitul Qiradh 

Afdhal Cabang Kota 

Lhokseumawe) 

Mikro Syari’ah Baitul Qiradh 

Afdhal Cabang Kota 

Lhokseumawe, konsep atau 

kriteria murabahah pada 

perusahaan diterapkan dalam 

transaksi sejalan dengan 

ketentuan-ketentuan yang 

berlaku sesuai dengan PSAK 

No.102 tentang akuntansi 

murabahah. 

b. Penyajian transaksi 

murabahah, Lembaga 

Keuangan Mikro Syari’ah 

Baitul Qiradh Afdhal Cabang 

Kota Lhokseumawe telah 

sesuai dengan PSAK No.102 

mengenai piutang murabahah 

disajikan sebesar nilai bersih 

dan margin tangguhan 

disajikan sebagai pengurang 

piutang murabahah. 

8.  Yusuf (2013) Analisis Penerapan 

Pembiayaan 

Murabahah 

Berdasarkan Pesanan 

Serta Kesesuaian 

dengan PSAK 102 

a. Perlakuan akuntansi atas 

transaksi murabahah sudah 

sesuai dengan PSAK 102. 

Akan tetapi implemetasi 

pembiayaan murabahah nya 

hanya berdasarkan pesanan 

saja. Sedangkan dalam PSAK 

102 murabahah dapat 

dilakukan baik dengan 

pesanan maupun tanpa 

pesanan. 
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b. Dalam hal pengungkapan 

akuntansi murabahah, bank 

hanya mengungkapkan dari 

sisi penjual atau pihak bank 

saja, sedangkan dalam PSAK 

102, pengungkapan dilakukan 

dari sisi penjual dan pembeli. 

9. Pratama (2017) Analisis Pembiayaan 

Murabahah, dan 

Musyarakah pada 

Bank Kaltim Syariah 

di Samarinda 

a. Pembiayaan produktif 

murabahah belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK No.102 

karena terdapat tiga 

pernyataan item yang tidak 

diterapkan yakni pengakuan 

dan pengukuran potongan, 

pengakuan dan pengukuran 

piutang, serta pengungkapan 

pada laporan keuangan. 

b. Pembiayaan produktif 

mudharabah belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

PSAK 102 karena terdapat 

satu item yang tidak 

diterapkan yakni pengakuan 

pada laporan keuangan. 

c. Pembiayaan produktif 

musyarakah belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

PSAK 106 karena terdapat 

satu item yang tidak 

diterapkan yakni pada laporan 

keuangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan agustus 2019 sampai dengan 

selesai. Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Bank 

Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) yang digunakan yaitu Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang beralamat di  Jalan Raya Flamboyan – 

Kota Garo, Desa Tanjung sawit, Kampar, Riau. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada 

pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Hasil 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang sudah menerapkan PSAK No. 102 atau belum. Jenis 

penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil Bank BNI Syariah 

KCP Flamboyan Bangkinang sebagai objek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan PSAK No. 102 sebagai standar yang digunakan dalam menganalisis 

perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang.  

3.3   Informan Penelitian  

Narasumber atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manager marketing, manager bagian support pembiayaan dan bagian operasional 
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akuntansi dari Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang untuk mengetahui 

kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No.102. 

Dan pemilihan informan dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang 

memilliki wewenang atas pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang. 

3.4  Data dan Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

3.4.1  Data primer 

Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara semi terstruktur 

yang dilakukan langsung dengan narasumber Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang.  yaitu manager marketing, manager bagian support 

pembiayaan dan bagian akuntansi. Selain itu peneliti juga mendapatkan 

informasi berupa dokumen yang diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang.  terkait struktur organisasi perusahaan dan visi misi 

perusahaan.  

3.4.2  Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil perusahaan dan 

laporan keuangan Bank BNI Syariah yang peneliti dapat melalui akses website 

resmi Bank BNI Syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa 
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literatur yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah seperti buku, artikel, 

dan berita dari website yang dapat mendukung penelitian ini. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: 

3.5.1 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur secara langsung 

dengan narasumber yang ada di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 

Bangkinang. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan standar akuntansi untuk 

pembiayaan murabahah, akan tetapi dalam praktiknya masih ada 

kemungkinan perkembangan atau perluasan pembahasan. 

3.5.2  Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data-data 

yang peneliti perlukan. Dokumen pendukung ini adalah dokumen yang 

diakses oleh peneliti melalui website resmi Bank BNI Syariah, berupa 

laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan 

murabahah.  

3.6  Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dimana analisis tersebut dimulai dengan menyusun data, 

mengklasifikasikan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga diperoleh 

46 



61 
 

 

gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa karakteristik, 

pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan (Amrullah, 2016). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa perlakuan akuntansi dari 

pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang., 

kemudian dibandingkan dengan pedoman PSAK No. 102 yang berisi pengakuan, 

pengukuran, penyajian serta pengungkapan. 

3.7  Validitas dan Reabilitas Data  

Untuk menguji validitas dan reabilitas data yang diperoleh, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi dalam 

pengujian validitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu (sugiyono, 2017). 

Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan serta 

memeriksa kembali suatu informasi yang didapat dari tiga narasumber atau 

informan yaitu manager bagian marketing, manager support pembiayaan, dari 

bagian akuntansi. Sedangkan untuk triangulasi teknik yang dilakukan adalah 

dengan teknik wawancara dan dokumentasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dan pembahasan yang dilakukan 

oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang mengenai pengakuan, pengukuran, 

penyajian serta pengungkapan terhadap pembiayaan murabahah 

sudah sesuai dengan PSAK No. 102. 

2. Kesesuaian perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 
Bangkinang: 

 
a. Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, 

keuntungan, potongan pelunasan, denda, uang muka, dan 

tindakan bank yang meminta jaminan kepada nasabah sudah 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 

tentang pembiayaan murabahah. 

b. Bank tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah 

karena pembelian aset menggunakan akad wakalah. Hal ini 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI 

No. 04/DSN- MUI/IV/2000. 

c. Bank tidak memberikan potongan angsuran kepada nasabah 

yang tepat waktu membayar. Hal ini bersifat opsional, 

sehingga bank berhak untuk memberikan atau tidak 

memberikan potongan angsuran kepada nasabah. 
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d. Pengukuran aset murabahah yang dilakukan sudah sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang 

pembiayaan murabahah. 

e. Penyajian piutang murabahah dan margin murabahah 

tangguhan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam 

PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah. 

f. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan sudah 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 

tentang pembiayaan murabahah. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

 
1. Peneliti memiliki keterbatasan akses pengumpulan data 

menyeluruh mengenai akad murabahah yang dilakukan Bank 

BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan nasabah. 

2. Peneliti hanya bisa mewawancarai tiga orang informan saja, 

karena keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan yang harus 

dilakukan oleh para staf di bank. 

3. Peneliti hanya meneliti satu jenis produk pembiayaan saja dan 

penelitian hanya dilakukan pada satu obyek saja yaitu Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang sehingga tidak bisa 

dijadikan generalisasi untuk seluruh perbankan syariah. 
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5.3  Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 

peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih 

mengembangkan penelitian terkait produk pembiayaan. Bisa dengan 

melakukan analisa pada lebih dari satu jenis produk, sehingga bisa 

lebih banyak variabel yang bisa dipelajari. Kemudian, diharapkan juga 

untuk menggunakan lebih banyak lagi informan, jika proses 

pengumpulan data menggunakan media wawancara. Dan juga dapat 

melaksanakan penelitian di tempat lain sehingga hasilnya nanti dapat 

dibandingkan. 
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LAMPIRAN 1 

 Hasil Wawancara 1 

 

Informan : Muhammad Irfan  

Jabatan  : Operational service 

Hari,Tanggal : Senin, 4 Mei 2020 

 

1. Berapakah jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah di Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang? 

 

Jawab : Untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, setiap 

segmentasi itu masing-masing berbeda. Kalau untuk pembiayaan mikro yang 

menggunakan akad murabahah, itu mulai Rp. 5.000.000,00 sampai dengan 

Rp. 200.000.000,00. Dan untuk retail itu dari Rp. 200.000.000,00 sampai Rp. 

5.000.000.000,00. Dan untuk pembiayaan yang lebih dari lima miliar, itu nanti 

masuknya ke komersial. 

 

2. Nasabah lebih banyak menggunakan akad murabahah ini untuk pembiayaan 

apa? 

 

Jawab : Biasanya digunakan untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan 

jual beli dan bernilai investasi. Biasanya membeli mobil. 

 

3. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 
Bangkinang? 

Jawab : Bisa dengan pesanan ataupun tanpa pesanan. Tapi yang paling 

banyak terjadi itu yang tanpa pesanan. 

 

4. Bagaimanakah proses pembelian aset  murabahah pada Bank BNI Syariah KCP 

Flamboyan Bangkinang ? 

 

 



 

 
 

Jawab : Untuk pembelian barang, jika akad dengan pesanan, kita akan 

belikan barang sesuai dengan apa yang diminta oleh nasabah. Tetapi lebih 

banyak terjadi, pembelian barang disini menggunakan akad wakalah. Jadi 

pembelian barang kita wakilkan kepada nasabah, dengan syarat kita (bank) 

harus tau penjualnya yang mana. 

 

5. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan murabahah bil wakalah? 

 

Jawab : Setelah terjadi akad, uang yang cair ini nantinya akan kami transfer 

ke rekening nasabah. Dan nanti nasabah sendiri yang akan membayarakan 

uang tersebut kepada penjual. 

 

6. Apakah pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta 

jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah? Atau 

barang yang diakadkan tersebut 

yang dijadikan sebagai jaminan. 

 

Jawab : Iya, kita pasti minta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. 

Karena kan kita tidak tahu didepannya nanti bagaimana, jadi kita tetap minta 

jaminan. Dan untuk barangnya kita tidak tentukan, harus yang apa dan 

bagaimana. Kalau memang bisa digunakan untuk jaminan ya kita terima. Tapi 

banyak kasusnya itu nasabah menjaminkan barang yang dibeli itu tadi untuk 

dijadikan jaminan. 

 

7. Berapa persentase keuntungan (margin) yang ditetapkan oleh Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang terhadap pembiayaan murabahah? 

 

 

 



 

 
 

Jawab : Tergantung keputusannya. Secara umum kita tidak bisa 

menentukan, tergantung dari keputusan pusat. Kalau pusat menentukan 10%, 

ya kita jalan 10%. Kalau 20 atau 30%, ya kita tetapkan segitu juga. 

 

8. Apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta uang muka 

kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah? Dan bagaimana 

bank 

 

memperlakukan uang muka tersebut? 

Jawab : Ya, kita pasti minta uang muka. Barapa jumlahnya, kita tergantung 

pada berapa besar pembiayaan dia. Secara umumnya kita membiayai nasabah 

itu 70% dari pembiayaan, jadi nasabah menyetorkan uang muka sebesar 30% 

kepada bank. Atau bisa juga 80% bank 20% nasabah, ya tergantung lah. Tapi 

tidak terbatas pada ketetapan tersebut. Jika nasabah mau menyetorkan lebih 

dari 30% dan selama tidak menyalahi ketetapan awal, maka tidak apa-apa. 

Dan untuk perlakuan terhadap uang muka itu sendiri, ya kita jadikan sebagai 

pengurang dari jumlah pembiayaan. 

 

9. Bagaimana ketentuan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 

Bangkinang terkait diskon pembelian barang? 

 

Jawab : Karena yang kita gunakan itu akad wakalah, jadi yang kita anggap 

 

adalah harga perolehan barang. Jadi ketika ada diskon, maka itu menjadi hak 

dari pembeli. 

 

10. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, jika 

ada nasabah yang bisa melunasi hutang tepat waktu atau lebih awal dari waktu 

yang telah disepakati? 

 



 

 
 

 

Jawab : Secara prinsip, dari akad murabahah ini, yang menjadi kewajiban 

dari nasabah adalah harga jual yang harus dilunasi. Ketika nasabah bisa 

melunasi lebih awal dari yang ditentukan, maka kita bisa mintakan potongan 

terkait hal ini. Dan perhitungannya nanti tergantung pada kebijakan dari bank. 

 

11. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang,ketika 
terjadi pembiayaan macet? 

Jawab : Ketika ada pembiayaan macet, bank berhak untuk memberikan 

surat peringatan. Jika sudah sampai dengan surat peringatan ketiga, bank akan 

mengeluarkan somasi. Jika setelah somasi tidak ada i’tikad baik dan 

sebagainya dari nasabah, maka kita akan lakukan lelang terhadap barang yang 

dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank. 

 

12. Apakah pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang memberikan 

denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya? 

 

Jawab : Secara akad, memang ada aturannya terkait denda. Setiap satu hari 

keterlambatan, dikenakan sekian rupiah. Dan uang denda yang masuk ini 

nantinya tidak bisa dihitung sebagai pendapatan, haram hukumnya. Jadi uang 

denda yang masuk, itu nanti akan jadi dana sosial. Tapi dalam prakteknya 

sendiri selama ini kita belum pernah mengenakan denda kepada nasabah. 
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1. Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di Bank BNI 

Syariah KCP Flamboyan Bangkinang? Dan syarat apa saja yang harus 

dipenuhi oleh nasabah? 

 

Jawab :  Secara  umum  prosedurnya,  nasabah  datang  ke  bank  dengan 

membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank, kemudian nasabah 

membuka rekening (bagi nasabah yang belum memiliki rekening), setelah itu 

baru dilakukan akad setelah dilakukan cek atas berkas-berkas yang dibawa. 

 

Untuk syaratnya, legalitas meliputi KTP, NPWP, buku/akta nikah, dan KK. Ini 

untuk perorangan. Kalau untuk usaha, syaratnya adalah akta pendirian, akta 

perubahan terbaru, NPWP perusahaan, KTP seluruh pengurus perusahaan. 

Kemudian dari sisi keuangan, dokumen yang dibutuhkan meliputi rekening 

koran selama enam bulan terakhir dan slip gaji (untuk pegawai), rekening 

koran satu bulan terakhir dan laporan pendapatan (untuk usaha). Kemudian 

juga menyertakan sertifikat asli dan copy atas barang yang dijadikan sebagai 

jaminan. 

2. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang dapat diajukan oleh 

nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?  

 



 

 
 

 

 

Jawab :  Kita, Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang  ini,  
melayani  pembiayaan  mulai  dari nominal Rp. 5.000.000,00 sampai dengan 
tidak terhingga. 

 

3. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan 
Bangkinang? 

 

Jawab : Bisa dengan pesanan atau tanpa pesanan. Tapi secara umum, dan 

yang sering kita lakukan adalah akad murabahah bil wakalah. Jadi untuk 

pembelian barang kita wakilkan ke nasabah. 

 

4. Berapa persentase keuntungan murabahah yang ditetapkan Bank BNI Syariah 
KCP Flamboyan Bangkinang? 

 

Jawab : Itu nanti tergantung dari keputusan bank. Dan tergantung juga dari 

barang yang diakadkan pembiayaan ini. Rumah, mobil, barang yang lebih 

kecil dari itu, itu nanti marginnya berbeda-beda. Sesuai dengan kesepakatan 

antara pihak bank dan nasabah. 

 

5. Bagaimanakah perlakuan dari Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang 
terhadap diskon pembelian barang? 

 

Jawab : Yang kita akadkan disini adalah harga net setelah diskon. Jadi 

kalau ada diskon, ya itu berarti hak nasabah. 

 

6. Bagaimanakah perlakuan bank kepada nasabah yang bisa membayar angsuran 

atau melunasi  hutang tepat waktu  atau lebih  cepat dari waktu  yang telah 

ditetapkan atau disepakati? 

 

 



 

 
 

Jawab : Terkait pelunasan dipercepat, itu adalah hak dari nasabah. Masalah 

nanti keuntungan yang masuk ke bank berkurang dari kesepakatan awal, ya itu 

sudah jadi resiko bank.  

 

7. Bagaimana tindakan bank jika ada nasabah yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran hutang? 

 

Jawab : Ketika terjadi kredit macet, kita akan lakukan penyelesaian 

nasabah bermasalah. Kita lakukan penagihan, lelang, dan litigasi. Oleh karena 

itu kita bentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). 

 

8. Apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang memberikan denda 

kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya? Berapa besar 

yang dikenakan? 

 

Jawab : Dalam peraturan atau akad murabahah denda ini tercatat sebagai 

bagian dari moral obrigor dari nasabah. Karena lebih banyaknya masyarakat 

secara umumnya itu terkesan menyepelekan dan tiadak berkomitmen terhadap 

apa yang sudah diakadkan. Tapi prakteknya selama ini belum kita terapkan 

secara efektif, karena kita selalu cek apakah nasabah benar-benar lalai atau 

ada hal lain yang menjadi sebab nasabah belum membayar, misal belum ada 

biaya untuk membayar. Dan ini nanti tidak akan masuk ke bank, tapi masuk 

ke dalam dana kebajikan. Untuk besaran jumlah denda yang diberikan, itu 

nanti melihat pada margin, plafon, dan angsurannya baru bisa kita tentukan 

berapa. 

  

 



 

 
 

9. Apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta uang muka 

kepada nasabah yang   mengajukan   pembiayaan   murabahah?   Dan   

bagaimana   bank memperlakukan uang muka tersebut? 

 

Jawab : Ya. Setiap akad kita pasti tentukan nasabah harus berikan DP 

berapa persen ke kita. Untuk besaran jumlahnya, itu nanti tergantung dari 

keputusan bank. Dan uang DP ini nanti berarti ya jadi pengurang dari total 

pembiayaan yang diajukan. 

10. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan murabahah? 

 

Jawab : Uang yang cair, kami masukkan ke rekening nasabah. Itulah kenapa 

kita wajibkan nasabah itu punya rekening disini. Setelah uang masuk ke 

rekening nasabah, terserah nasabah mau melakukan pembayaran dengan 

penjual itu tunai atau non tunai. 
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1. Kapan Bank BNI Syariah KCP Flaboyan Bangkinang melakukan X    

input data ke software? 

 

Jawab : Input data dilakukan hari itu juga setelah terjadinya akad. 

Kalau tidak langsung, maka dana tidak bisa cair hari itu. 

 

2. Bagaimanakah proses pencatatan laporan keuangan terkait 

pembiayaan murabahah? 

 

Jawab : Untuk proses pancatatannya juga dilakukan langsung di hari 

yang 

 

sama saat akad dilakukan. Jadi pencatatan pembiayaan murabahah ini 

terkait berapa pembiayaannya, berapa kali angsurannya, berapa 

margin dan plafonnya, itu semua langsung dicatatat saat akad 

dilakukan hari itu. 

 

 



 

 
 

3. Jika pembelian aset murabahah menggunakan akad wakalah, apakah 

bank mentransfer uang kepada nasabah untuk membeli barang atau 

bagaimana? 

 

Jawab : Pembelian barang dilakukan dengan akad wakalah. Jadi 

uang cair nantinya akan dimasukkan ke rekening nasabah. 

 

4. Piutang murabahah itu dicatat sebesar apa? Dan kapan piutang tersebut 

dicatat?  

 

Jawab :  Sebesar  harga  perolehan  ditambah  marjin.  Dan  dicatat  

setiap menerima angsuran dari nasabah tiap bulannya. 

 

5. Kapan keuntungan murabahah mulai dicatat? 

 

Jawab : Keuntungan murabahah mulai dicatat selama periode akad. 

 

6. Jika ada nasabah yang melakukan pembayaran angsuran atau 

pelunasan tepat waktu  atau  lebih  awal  dari  waktu  yang  ditetapkan,  

bagaimanakah  yang dilakukan oleh bank? 

Jawab : Ya itu hak nasabah kalo mereka mau melunasi lebih awal. 
Kita terima-terima saja. 

 

7. Bagaimana tindakan bank jika ada nasabah yang mengalami 

penurunan kemampuan pembayaran? 

 

 



 

 
 

Jawab : Kita proses sesuai aturan. Tetap diminta untuk melunasi 

tunggakan pelunasannya itu. 

 

8. Bagaimana Bank BRI Syariah Cabang Solo mencatat denda yang 

diterima dari nasabah yang lalai melakukan kewajibannya? 

 

Jawab :  Di  dalam  aturan  memang  tertulis  ada  denda.  Dan  ini  
nanti masuknya ke dana sosial bukan keuntungan atau pendapatan bank. 

Besaran denda yang dikenakan berbeda-beda, tergantung plafonnya. 

 

9. Bagaimanakah Bank BRI Syariah Cabang Solo mencatat uang muka 

yang diterima dari nasabah? 

10. Bagaimanakah Bank BRI Syariah Cabang Solo menyajikan piutang 

murabahah dalam laporan keuangan? 

 

Jawab : Kalau untuk itu, semua sudah diolah di pusat. Jadi kita hanya 

melakukan input data saja. Setiap ada akad, kita input data dan nanti 

sudah terhitung semuanya, nasabah harus angsur berapa setiap 

bulannya, itu nanti sudah otomatis. Jadi, kita hanya input dan untuk 

selebihnya pusat yang urus. 
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